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Abstract  

This research was initially comparing the effectiveness and efficiency of supply chain management of 

contraceptive between private sector and public sector. This study was a combination of two studies, 

first, in depth review of reseach on the  supply chain of contraceptive in private sector in West Java 

2015, which specifically examine the supply chain providers of contraceptive in private sector. Second 

part,  in depth review of the literature regarding the supply chain of contraceptive in public sector. This 

research presented quatitative description  from field survey, and naratively from data, information, 

case study of supply chain management of contraceptive in public sector. Sampling technique in survey 

research of provider contraceptive on private sector is using purposive and quota sampling in six 

research sites. The research results demonstrated the strength and weaknesses in the supply chain 

system of contraceptive in private and public sector. Recommendation research consisted of practical 

and theoritical advise, first, empowerment of private sector of contraceptive supply chain as it can 

become a mainstay of KB program. Second, apply the six principles of supply chain planning system 

(right-number, type, place, time, condition, price/cost). Third, synchronization program between local 

and central government in order to contraceptive supply more efficient and effective. Fourth, conduct 

other research more holistic and comprehensive on developing and strengthening of contraceptive 

supply chain system in Indonesia. 

Keywords: supply chain management, contraceptive, private sector, public sector 

 

Abstrak 

Penelitian ini mencoba membandingkan efektivitas dan efisiensi sistem rantai pasokan alat dan obat 

kontrasepsi (alokon) jalur swasta dengan jalur pemerintah. Desain penelitian ini merupakan gabungan 

dari dua penelitian, pertama, kajian mendalam dari penelitian lapangan tentang penggunaan alokon pada 

jalur swasta di Jawa Barat tahun 2015, yang secara khusus mengkaji bagian rantai pasokan penyedia 

alokon pada fasilitas kesehatan jalur swasta. Dan kedua, kajian literatur mendalam mengenai rantai 

pasokan alokon pada jalur pemerintah. Teknik penyajian penelitian adalah secara deskriptif dari data 

kuantitatif penelitian survey lapangan serta secara naratif dari data, informasi, serta kasus-kasus 

pengadaan alokon pada jalur pemerintah. Teknik sampling pada penelitian survey lapangan mata rantai 

penyedia alokon jalur swasta adalah purposive sampling dan quota sampling. Tujuan utama dari 

penelitian ini adalah membandingkan efektivitas serta efisiensi sistem rantai pasokan jalur pemerintah 

dan jalur swasta dengan maksud memberikan input mengenai pengadaan alokon nasional jalur 

pemerintah. Hasil penelitian memperlihatkan kekuatan dan kelemahan pada sistem rantai pasokan jalur 

swasta dan jalur pemerintah. Saran penelitian menyajikan saran praktis dan teoritis, diantaranya 1. rantai 

pasokan jalur swasta perlu diberdayakan karena dapat menjadi andalan keberhasilan program KB, 2. 

terapkan enam prinsip perencanaan sistem rantai pasokan (tepat-kuantitas, jenis, tempat, waktu, kondisi, 

biaya), 3. sinkronisasi program pemerintah daerah dan pusat agar rantai pasokan alokon lebih efektif dan 

efisien, 4. lakukan penelitian lebih holistik dan komprehensif tentang pengembangan dan penguatan 

sistem pasokan alokon di Indonesia. 

Kata kunci: sistem rantai pasokan, alokon, jalur swasta, jalur pemerintah 

mailto:sherlywati.limijaya@gmail.com
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PENDAHULUAN 

Gerakan revolusi mental merupakan inisiasi Presiden Jokowi sebagai Presiden Republik 

Indonesia periode 2014-2019 dengan tujuan mengangkat kembali karakter bangsa Indonesia. 

Manfaat gerakan revolusi mental akan terasa jika gerakan ini disadari dan dilakukan bersama-sama 

oleh segenap warga Indonesia demi menuju Indonesia yang lebih baik.  Kepala BKKBN, Surya 

Chandra Surapati, mengatakan bahwa seluruh keluarga di Indonesia dapat mulai menanamkan 

karakter pada masing-masing anggota keluarga agar memiliki nilai-nilai revolusi mental, yaitu 

integritas, beretos kerja, dan gotong royong.  Dengan demikian, seyogyanya revolusi mental 

dimulai dari keluarga, sebagai unit terkecil di masyarakat. 

Keluarga merupakan unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan 

dasar dari semua institusi, merupakan kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih dari orang 

yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan 

adopsi (Puspitawati, 2012)1. Keberlangsungan sebuah keluarga akan menciptakan unit sosial 

ekonomi pada tingkat berikutnya di dalam sebuah negara. Peran pemerintah dalam mengelola 

keberlangsungan keluarga adalah dalam hal kebijakan pengelolaan batasan ukuran keluarga dalam 

masyarakat. Kebijakan perencanaan keluarga diatur secara khusus oleh Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program utama BKKBN dalam mengendalikan tingkat 

pertumbuhan penduduk dan mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi pasangan usia subur 

(PUS) adalah dengan melaksanakan program Keluarga Berencana. Dalam UU No. 52 Tahun 2009 

tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, peran BKKBN tidak hanya 

menyelenggarakan program KB semata, namun difokuskan pada penyerasian pengendalian 

penduduk. Instruksi Presiden No. 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas 

Pembangunan Nasional, disebutkan salah satunya mengenai program KB dalam bidang kesehatan. 

Jadi pemerintah sangat menaruh perhatian pada kesejahteraan keberlangsungan keluarga sebagai 

unit inti sosial ekonomi terkecil dalam masyarakat. 

Keberhasilan program KB ditentukan oleh ketersediaan serta kualitas alat dan obat kontrasepsi 

(alokon). Jika alokon sulit diakses oleh akseptor, maka program keluarga berencana akan sulit 

berhasil. Upaya peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses alokon perlu diseimbangkan 

dengan pengelolaan saluran distribusi serta rantai pasokan alokon. Proses pendistribusian alokon 

sampai tiba ditangan akseptor merupakan pengelolaan rutin yang perlu diperhatikan pemerintah, 

dalam hal ini dipercayakan kepada BKKBN sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Proses 

pengadaan alokon membutuhkan pengelolaan rantai pasokan yang berjalan dengan baik, termasuk 

dukungan dan komitmen dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan serta seluruh stakeholder yang 

berkaitan dengan pasokan alokon. Sistem pengadaan alokon perlu difokuskan untuk pemenuhan 

permintaan akseptor, baik akseptor perempuan maupun laki-laki yang ingin menggunakan guna 

merencanakan ukuran keluarganya. Dengan sistem logistik dan rantai pasokan yang baik akan 

meningkatkan ketersediaan alokon secara tepat waktu, tepat tempat, tepat kuantitas, dan tepat 

produk (jenis alokon). 

Jalur distribusi pengadaan alokon di Indonesia dibedakan menjadi dua jalur, yaitu jalur 

pemerintah dan jalur swasta. Jalur pemerintah mengadakan alokon berdasarkan perkiraan 

permintaan masyarakat yang dikalkulasi menjadi pengadaan BKKBN Pusat. Jalur pemerintah hanya 

dapat diakses oleh masyarakat golongan Pra-KS dan KS 1 secara cuma-cuma. Sementara jalur 

                                                 
1 Puspitawati, Herien. 2012. Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia. PT IPB Press. Bogor.  
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swasta adalah jalur pengadaan yang mendistribusikan alokon melalui beberapa mata rantai sehingga 

dapat diakses langsung oleh akseptor di fasilitas-fasilitas kesehatan dengan biaya secara mandiri. 

Kedua jalur pengadaan alokon memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Kendala yang 

sangat terasa pada pengadaan alokon jalur pemerintah adalah tantangan proses tender yang 

membutuhkan proses birokrasi dan waktu yang panjang. Keterlambatan pengiriman alat kontrasepsi 

ke daerah bagi keluarga tingkat kesejahteraan Pra KS dan KS 1 menjadi permasalahan yang selalu 

terjadi. Ketidaksesuaian jenis alokon yang diminati dengan yang tersedia di fasilitas kesehatan 

pemerintah pun menjadi tantangan pengadaan alokon jalur pemerintah. Keterlambatan 

pendistribusian serta ketidaksesuaian jenis alokon yang diminati akseptor pada jalur pemerintah 

akan menyebabkan capaian program Keluarga Berencana tidak optimal.  

Berdasarkan penelitian penggunaan alat dan obat kontrasepsi pada jalur swasta di provinsi Jawa 

Barat tahun 2015, jalur swasta menjadi salah satu pilihan akseptor bagi pemenuhan kebutuhan alat 

kontrasepsi2. Akses alokon pada jalur swasta tidak dirasakan sebagai beban tambahan ekonomi 

keluarga, namun sebagai sarana dan fasilitas kesehatan yang memudahkan akseptor mengakses 

alokon. Mata rantai akhir jalur alokon swasta, seperti bidan, dapat menjangkau pelosok daerah yang 

belum terjangkau oleh pemerintah walaupun dengan cara pengadaan alokon yang tradisional, yakni 

dengan mengadakan pembelian langsung di apotik dan/atau toko obat terdekat3. Pengelolaan 

persediaan pada setiap mata rantai jalur swasta masih menjadi kendala dalam penyediaan alokon 

jalur swasta. Namun, sebagian besar akseptor KB beranggapan bahwa kualitas alokon jalur swasta 

lebih baik dibandingkan dengan alokon pada jalur pemerintah. 

Dengan adanya perbedaan serta kelemahan-kelebihan pengadaan alokon pada rantai pasokan 

pemerintah dan swasta ini, penulis hendak menelaah lebih dalam mengenai perbandingan rantai 

pasokan alokon pada jalur pemerintah dan jalur swasta. Untuk menilik lebih dalam rantai pasokan 

alokon pada jalur swasta, peneliti membedah hasil penelitian “Penggunaan Alat dan Obat 

Kontrasepsi pada Jalur Swasta di provinsi Jawa Barat pada tahun 2015”. Sementara untuk menelaah 

rantai pasokan alokon pada jalur pemerintah, peneliti menggunakan kajian literatur serta studi kasus 

yang memperlihatkan kelebihan serta kelemahan pasokan alokon pada jalur pemerintah. Tujuan dari 

mengangkat topik “Perbandingan Rantai Pasokan Komoditas Kontrasepsi Jalur Pemerintah dan 

Swasta” ini adalah memberikan masukkan baik kepada dunia edukasi maupun pemerintah, sebagai 

pembuat kebijakan program Keluarga Berencana, agar dapat fokus pada rantai pasokan yang 

memberikan nilai manfaat bagi akseptor dan calon akseptor KB.  

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kebijakan Komoditas Konstrasepsi 

Perdagangan alat dan obat kontrasepsi, baik sektor publik maupun swasta, diatur dalam berbagai 

kebijakan pemerintah, salah satunya dalam Kebijakan Obat Nasional (KONAS) Republik Indonesia 

2006. Tujuan kebijkan ini adalah meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan obat secara 

berkelanjutan. Dengan perhatian pemerataan dan keterjangkauan obat, maka akan tercapai derajat 

                                                 
2 Balitbang BKKBN Perwakilan Jawa Barat dan Sherlywati. 2015. Penelitian Penggunaan Alat dan Obat Kontrasepsi 

pada Jalur Swasta di provinsi Jawa Barat tahun 2015. 
3 Sherlywati. 2016. Analisis Rantai Pasokan Alat dan Obat Kontrasepsi pada Jalur Swasta di Provinsi Jawa Barat tahun 

2015. Prosiding Forum Manajemen Indonesia 2016: Palu. 
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kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk memastikan penggunaan obat yang 

berkelanjutan serta pemerataan di berbagai kalangan masyarakat, maka melalui Sistem Kesehatan 

Nasional (SKN) dan Kebijakan Obat Nasional (KONAS), dijabarkan prinsip-prinsip dasar SKN dan 

KONAS sebagai berikut: 

1. Obat harus diperlakukan sebagai komponen yang tidak tergantikan dalam pemberian 

pelayanan kesehatan. 

2. Pemerintah bertanggungjawab atas ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan obat 

esensial yang dibutuhkan masyarakat. 

3. Pemerintah dan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab untuk menjamin agar pasien 

mendapat pengobatan yang rasional. 

4. Pemerintah melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian obat. Sedangkan 

pelaku usaha di bidang obat bertanggung jawab atas mutu obat sesuai dengan fungsi 

usahanya. Tugas pengawasan dan pengendalian yang menjadi tanggung jawab pemerintah 

dilakukan secara profesional, bertanggung jawab, independen dan transparan.  

5. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi obat yang benar, lengkap dan tidak 

menyesatkan. Pemerintah memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan 

keputusan pengobatan. 

Kebijakan Obat Nasional pun menyusun strategi pengadaan komoditas kesehatan yang dilakukan 

sektor publik dalam rangka mencapai tujuan pengadaan obat secara nasional, termasuk di dalamnya 

alat dan obat kontrasepsi. Adapun strategi kebijakan obat nasional tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat esensial. 

2. Jaminan keamanan, khasiat, dan mutu obat beredar, serta perlindungan masyarakat dari 

penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat 

3. Penggunaan obat yang rasional 

Dalam implementasi pengadaan obat nasional, KONAS menetapkan pokok-pokok dan langkah 

kebijakan yang perlu dijalankan sektor publik dan sektor swasta dalam mendistribusikan obat-

obatan termasuk alat dan obat kontrasepsi. Tahapan yang menjadi perhatian KONAS dalam 

pengadaan tersebut dimulai dari pembiayaan obat, ketersediaan dan pemerataan obat, seleksi obat 

esensial, penggunaan obat yang rasional, pengawasan obat, penelitian dan pengembangan, pengembangan 

sumber daya manusia, pemantauan dan evaluasi. 

 

Capaian Program Keluarga Berencana 

Tujuan akhir dari program Keluarga Berencana adalah mengendalikan laju pertumbuhan. Dalam 

menghadapi era bonus demografi pada tahun 2020, pemerintah semakin gencar mensosialisasikan 

program keluarga berencana. Beberapa data dan informasi terkait capaian dan dampak program 

keluarga berencana dapat dilihat dari beberapa indicator, sebagai berikut: 

a. Keberhasilan program KB dapat dilihat dari capaian angka keikutsertaan pasangan usia 

subur terhadap program keluarga berencana. Sampai tahun 2012, persentase keikutsertaan 

pasangan usia subur menunjukkan angka 61,9%. 

b. Tigkat angka kesuburan (Total Fertility Rate) menunjukkan capaian program keluarga 

berencana. Tingkat fertilitas (TFR) di Indonesia terlihat menurun dari tahun ke tahun. Tren 

TFR di Indonesia dari beberapa tahun menunjukkan angka yang semakin menurun, yakni 

pada tahun 1991=3.02, tahun 1994=2.85, tahun 1997=2.78, tahun 2002/2003=2.56, tahun 

2007=2.59 dan tahun 2012=2.5954. 

c. Rentang tahun 1900-2000, penduduk Indonesia bertambah lima kali lipat dari 40,2 juta 

orang menjadi 205,8 juta orang. Dalam rentang waktu tersebut, progran Keluarga Berencana 

                                                 
4 http://www.bkkbn.go.id/kependudukan/Pages/DataSurvey/SDKI/Fertilitas/ASFR/Nasional.aspx  

http://www.bkkbn.go.id/kependudukan/Pages/DataSurvey/SDKI/Fertilitas/ASFR/Nasional.aspx
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(KB) berhasil mencegah kelahiran 80 juta orang. Jika pada rentang waktu tersebut tidak 

dijalankan program keluarga berencana, maka hingga tahun 2000 diprediksi jumlah 

penduduk Indonesia bias mencapai 285 juta orang5.  

 

Konsep Rantai Pasokan  

Saluran distribusi merupakan suatu jalur yang dilalui oleh arus produk dari produsen ke perantara 

sampai pada akhirnya tiba di tangan pemakai (end user) (Revzan, 1961). Definisi menurut Revzan 

dalam buku lama Wholesaling in Marketing Organization ini merupakan definisi fisik dari sebuah 

saluran distribusi, yang bersifat sempit hanya terfokus pada pendistribusian produk dari produsen ke 

konsumen. Sudut pandang lama mengenai saluran distribusi cenderung memperlihatkan 

pemindahan produk terbatas pada barang yang disalurkan.  

The American Marketing Association memfokuskan saluran distribusi kepada banyaknya lembaga 

yang terlibat dalam aliran produk. Saluran distribusi merupakan sebuah struktur unit internal dan 

eksternal perusahaan, yang terdiri dari konsumen, dealer, distributor, pedagang besar, serta 

pengecer, yang akan mengalirkan produk. Dengan adanya istilah struktur, definisi saluran distribusi 

mempunyai tambahan makna yang bersifat statis pada saluran dan menjelaskan peran setiap unit 

lembaga yang bersentuhan dengan aliran produk pada saluran distribusi. 

Glen Walters (1997) mendefinisikan saluran sebagai kelompok pedagang dan agen perusahaan yang 

dikombinasikan antara perpindahan fisik produk dan nama produk dalam rangka menciptakan 

kegunaan bagi pasar tertentu. Demikian ahli marketing Philip Kottler (2009), mendefinisikan 

saluran distribusi sebagai suatu perangkat organisasi yang saling tergantung, mencakup proses 

pembuatan produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Menurut Warren J Keegan (2003), 

saluran distribusi adalah saluran yang dikelola oleh produsen untuk menyalurkan produk dari 

produsen sampai ke tangan konsumen atau pemakai industri. Beberapa simpulan dari definisi 

saluran distribusi adalah sebagai berikut: 

a. Saluran merupakan kumpulan lembaga-lembaga yang mengadakan kerjasama mengalirkan 

produk agar produk tersalurkan ke tangan konsumen. 

b. Tujuan utama dari saluran distribusi adalah mencapai pasar-pasar yang sudah ditentukan. 

Pasar merupakan tujuan akhir dari kegiatan saluran distribusi. 

c. Dua kegiatan utama yang terjadi dalam saluran distribusi adalah mengelompokkan produk 

dan mendistribusikannya. Pengelompokan produk akan memperlihatkan pengelolaan 

kuantitas dan kualitas produk sesuai kebutuhan mata rantai agar dapat memberikan 

kepuasan pada pasar. 

 

Akses alokon pada jalur pemerintah 

Berdasarkan data pendataan keluarga tahun 2005 oleh Badan Keluarga Berencana kota Bandung, 

besar proporsi pasangan usia subur yang memanfaatkan akses pelayanan jalur pemerintah hanya  

sebesar 24 persen. Hasil survey BKKBN tahun 2006 memperlihatkan data proporsi masyarakat 

tahapan keluarga pra-sejahtera (pra-KS) yang memanfaatkan alokon pada jalur pemerintah adalah 

sebesar 67%.  Namun, dengan semakin tingginya tahapan keluarga pasangan usia subur, proporsi 

pemanfaatan alokon jalur pemerintah semakin kecil. Akseptor pada kelompok tahapan KS2, hanya 

memanfaatkan akses tidak berbayar jalur pemerintah sebanyak 44%. Pada kelompok akseptor 

KS3+, hanya 10% yang memanfaatkan pelayanan KB di jalur pemerintah.  

                                                 
5 Syarief, Sugiri. 2015. Studium Generale ‘Kependudukan dan Program Keluarga Berencana: Peluang dan Tantangan'. 

Bogor : Institut Pertanian Bogor.  
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Tabel 1. Persentase Pasangan Usia Subur Berdasarkan Akses Pelayanan Kontrasepsi  

 
Sumber : Hasil Survey BKKBN 2006 

Kecenderungan pola pasangan usia subur kelompok KS3+ mendapatkan alokon di jalur swasta 

adalah karena mereka lebih percaya pada kualitas alokon yang disediakan jalur swasta walaupun 

dengan harga yang lebih tinggi dibanding alokon dan pelayanan di jalur pemerintah. Sementara 

kecenderungan keluarga pra-KS yang mengakses alokon di jalur pemerintah adalah mereka 

mengutamakan alokon yang diberikan secara cuma-cuma agar tidak memberatkan kehidupan 

ekonomi keluarga. Dari data survey BKKBN tahun 2006 dapat disimpulkan bahwa kelompok 

pasangan usia subur yang masih mengandalkan alokon dan pelayanan jalur pemerintah adalah 

tahapan keluarga pra-KS. 

Tabel 2. Persentase Pasangan Usia Subur yang Menggunakan  

Pelayanan Pemerintah Berdasarkan Jenis Tempat Pelayanan KB 

Pelayanan Pemerintah Pra KS KS 2 KS 3+ 

PLKB             3,0       
Puskesmas           84,8       83,9         60,0 

RS. Pemerintah              6,1       16,1         40,0 
Safari KB              6,1       

Total          100,0     100,0       100,0 

Sumber : hasil survey BKKBN 2006 

Berdasarkan pemilihan fasilitas kesehatan yang diakses oleh pasangan usia subur, data survey 

BKKBN 2006 menunjukkan berbagai pilihan fasilitas kesehatan sebagai tempat akseptor 

mengakses alokon. Persentase terbesar dari berbagai tahapan keluarga mengakses alokon di 

puskesmas, baik akseptor yang secara mandiri membayar alokon maupun yang tidak berbayar di 

jalur pemerintah dan swasta. Kelompok keluarga PraKS yang memanfaatkan layanan puskesmas 

sebesar 84,8 persen, sementara kelompok KS2 dan KS3+ masing masing sebesar 83,9 persen dan 

60,0 persen. Pengguna layanan pemerintah dengan memanfaatkan puskesmas terlihat semakin 

menurun selaras dengan makin tingginya tahapan keluarga. Sementara, penggunaan layanan rumah 

sakit pemerintah semakin meningkat seiring meningkatnya tahapan keluarga. 

Pasangan usia  subur yang mengakses alokon melalui jalur swasta lebih memilih fasilitas kesehatan 

bidan dan dokter yang membuka praktek swasta. Walaupun kedua layanan itu banyak dipilih, 

nampaknya ada kecenderungan yang berbeda kalau dibedakan berdasarkan kelompok tahapan 

keluarga. Semakin tinggi tingkat tahapan keluarga maka pemanfaatan layanan alokon di  bidan 
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swasta semakin menurun. Hal sebaliknya terjadi dengan pemanfaatan dokter swasta, semakin 

tinggi tingkat tahapan keluarga semakin banyak yang memanfaatkan layanan dokter swasta. Hal 

ini rupanya sangat berkaitan dengan perbedaan kekuatan ekonomi dari masing masing kelompok, 

sebab layanan dokter swasta biayanya jauh lebih besar ketimbang layanan bidan swasta. 

 

Tabel 3. Persentase Pasangan Usia Subur yang Menggunakan Pelayanan Alokon  

Jalur Swasta Berdasarkan Jenis Fasilitas Kesehatan 

Pelayanan Swasta Pra KS KS 2 KS 3+ 

Apotik 10,3 6,3 5,1 
Bidan Swasta 71,8 42,9 12,9 
Dokter Swasta 12,8 46,0 76,9 
Poliklinik 2,6   
RS Swasta 2,6 4,8 5,1 

Total 100,0 100,0 100,0 
Sumber : hasil survey 2006 

 
 

METODE PENELITIAN 

Desain penelitian ini merupakan gabungan dari dua penelitian, pertama, kajian mendalam dari 

penelitian utama berjudul “Penggunaan Alat dan Obat Kontrasepsi pada Jalur Swasta di Provinsi 

Jawa Barat tahun 2015”, secara khusus pada bagian rantai pasokan pada penyedia alokon pada 

fasilitas kesehatan jalur swasta, dan kedua, kajian literatur mendalam mengenai rantai pasokan 

alokon jalur pemerintah. Penelitian ini merupakan kajian awal dalam membandingkan sistem rantai 

pasokan jalur pemerintah dan swasta terhadap ketersediaan dan kualitas alokon. Teknik penyajian 

penelitian ini adalah secara deskriptif, disajikan dari data kuantitatif penelitian survey lapangan 

serta secara naratif dari data, informasi, serta kasus-kasus pengadaan alokon pada jalur pemerintah. 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah membandingkan efektivitas serta efisiensi sistem rantai 

pasokan jalur pemerintah dan jalur swasta dengan maksud memberikan input mengenai pengadaan 

alokon nasional jalur pemerintah.  

Populasi penelitian kuantitatif bertema “Penggunaan Alat dan Obat Kontrasepsi pada Jalur 

Swasta di Provinsi Jawa Barat tahun 2015” difokuskan pada populasi penyedia alokon pada fasilitas 

kesehatan yang diandalkan akseptor dalam memenuhi kebutuhan kontrasepsi, seperti bidan, apotik, 

dan klinik  yang berada di provinsi Jawa Barat. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan no. 6 tahun 

2013, definisi penyedia fasilitas kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan 

upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan 

oleh pemerintah, dan/atau masyarakat swasta. Lokasi yang dipilih dalam menggambarkan 

perwakilan provinsi Jawa Barat adalah kota Bandung, kota Cimahi, kabupaten Bandung, kota 

Cirebon, kabupaten Cirebon, dan kabupaten Purwakarta.  

Teknik sampling pada penyedia fasilitas kesehatan menggunakan purposive sampling dan 

quota sampling. Teknik tersebut merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan jumlah 

jumlah klien terbanyak di setiap fasilitas kesehatan yang ada serta mengambil jumlah responden 

sampai mencapai kuota minimum yang ditargetkan. Faktor yang dipertimbangkan dalam 

menggunakan kedua teknik tersebut adalah accessibility factor terhadap penyedia fasilitas 

kesehatan yang ada di wilayah penelitian. Teknik pengumpulan data pada fasilitas kesehatan adalah 

dengan survey lapangan dan wawancara mendalam. Survey dilakukan dengan metode kuesioner 
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dengan tujuan memperoleh data tentang proses pengadaan dan ketersediaan alokon yang berkualitas 

pada penyedia fasilitas kesehatan pada jalur swasta.  

Pada penelitian kajian mendalam mengenai rantai pasokan alokon jalur pemerintah, peneliti 

mendalami beberapa literature baik dari perundang-undangan terkait pengadaan alokon jalur 

pemerintah, hasil penelitian terkait topik tersebut, dan referensi buku tentang pengadaan barang dan 

jasa di sektor publik. Hasil kajian dari literature disajikan dalam bentuk narasi sehingga didapati 

rangkaian terstruktur cara pengadaan alokon pada jalur pemerintah mulai dari pusat sampai alokon 

tiba di fasilitas kesehatan milik pemerintah di daerah-daerah. Selanjutnya, narasi pengadaan alokon 

pada jalur pemerintah akan dibandingkan dengan hasil survey pada pengadaan alokon pada jalur 

swasta yang berada di level fasilitas kesehatan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian Metode Survey pada Fasilitas Kesehatan 

Penelitian initial survey fasilitas kesehatan jalur swasta dilakukan di enam wilayah 

penelitian, 1. Kota Bandung, 2. Kota Cimahi, 3. Kota Cirebon, 4. Kabupaten Bandung, 5. 

Kabupaten Purwakarta, dan 6. Kabupaten Cirebon. Responden penyedia fasilitas kesehatan adalah 

bidan, klinik, dan apotek. Peran fasilitas kesehatan yang dilihat dalam penelitian ini adalah sebagai 

penyedia alokon, baik bagi akseptor KB maupun bagi fasilitas kesehatan lainnya. Klinik dan bidan 

yang dijadikan responden adalah klinik dan bidan praktek swasta di enam wilayah penelitian 

dengan total 31 klinik dan bidan praktek swasta (BPS). Apotek yang diteliti sebagai responden 

berjumlah 53 apotek besar yang tingkat kunjungannya ramai di enam wilayah penelitian. Metode 

survey menggunakan kuesioner dengan tujuan melihat pola penjualan dan sistem persediaan alokon. 

 
Tabel 4. Persentase Jenis Alokon yang Paling Sering Dicari 

 
sumber: hasil survey 2015 

 

Jenis alokon yang paling sering dicari pada jalur swasta di apotek dan bidan praktek swasta 

cukup berbeda. Di BPS, alokon yang paling diminati adalah suntik KB, sementara di apotek, alokon 

yang paling sering dicari adalah pil KB. Hal ini terjadi karena akseptor KB yang menggunakan pil 

KB akan langsung mengakses pil di apotek, namun untuk akseptor KB yang menggunakan suntik, 

akan mendatangi BPS untuk mendapatkan pelayanan suntik dari bidan setempat. Sementara di 

apotek, alokon pil tidak hanya dicari oleh akseptor KB, namun banyak BPS yang membeli pil 

maupun alokon lainnya di apotek. 94,34% apotek yang berada di wilayah penelitian memiliki 
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frekuensi tinggi dalam hal penjualan alokon PIL. Permintaan pil ini berasal dari akseptor KB dan 

BPS, dimana akseptor KB sebagai pengguna akhir pil KB tersebut, sedangkan BPS akan 

menyalurkan lagi kepada akseptor KB yang mengakses layanan kontrasepsi di BPS. Sementara 

tingginya frekuensi penjualan alokon suntik di BPS adalah berasal dari permintaan akseptor KB 

yang menggunakan kontrasepsi secara suntik. Diketahui terdapat 93.75% BPS yang memiliki 

frekuensi pembelian tertinggi alokon suntik KB.  

Faktor yang dipertimbangkan fasilitas kesehatan jalur swasta dalam menyediakan jenis, 

merk, dan supplier alokon bervariasi. Faktor utama (33%) yang menjadi pertimbangan pihak apotek 

dan BPS menyediakan jenis dan merk alokon berdasarkan permintaan akseptor, untuk digunakan, 

dan BPS, untuk persediaan alokon di fasilitas kesehatannya. Sebanyak 14% apotek dan BPS 

mempertimbangkan faktor penawaran produk dan harga promosi yang diberikan supplier, namun 

penawaran supplier disesuaikan lagi dengan pola permintaan alokon dari konsumen. Faktor 

pertimbangan lain dalam memilih supplier adalah faktor ketersediaan dan ketepatan pelayanan yang 

diberikan oleh supplier (23%). Jika pelayanan supplier baik, maka apotek dan BPS akan langgeng 

bekerja sama dengan supplier tersebut. Faktor hubungan baik (8%) dengan supplier menjadi 

pertimbangan fasilitas kesehatan dalam memilih supplier alokon. Ketika hubungan baik sudah 

terbangun, maka pihak supplier akan berusaha memberikan pelayanan terbaik dalam penyediaan 

alokon. Namun jika tingkat pelayanan supplier kurang memadai, maka BPS akan melakukan 

pembelian secara mandiri ke apotek-apotek terdekat. Hal ini dilakukan oleh BPS agar persediaan 

alokon tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan alokon akseptor.  

Metode pemesanan alokon yang dilakukan oleh apotek dan klinik BPS dalam menyediakan 

alokon yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan konsumen (akseptor KB dan fasilitas 

kesehatan) terdiri dari tiga metode, yaitu 56% dengan metode kunjungan medical representatif, 24% 

melakukan pemesanan dengan cara pembelian mandiri secara langsung ke apotek, dan 20% 

melakukan pemesanan alokon dengan pembelian mandiri melalui telepon ke supplier. Metode 

pemesanan dengan kunjungan medical representatif banyak dilakukan oleh apotek maupun klinik 

BPS. Supplier yang memasok alokon secara kontinu akan memantau jumlah stok alokon di fasilitas 

kesehatan secara rutin. Pemantauan jumlah persediaan alokon ini dilakukan oleh medical 

representatif dari supplier. Tugas medical respresentatif adalah memantau jumlah persediaan alokon 

dan menerima pesanan dari fasilitas kesehatan tersebut. Medical respresentatif dari supplier alokon 

ini bertanggung jawab atas ketersediaan alokon agar jumlahnya tidak terlalu banyak namun tidak 

sampai kosong pula. Banyak klinik BPS yang melakukan pemesanan dengan cara pembelian 

mandiri secara langsung ke apotek. Hal ini dilakukan oleh BPS karena pedagang besar farmasi 

(supplier) tidak mempunyai saluran distribusi ke BPS-BPS ini. Alasan lain BPS melakukan 

pemesanan secara mandiri adalah karena pelayanan PBF masih dirasakan kurang tepat dari segi 

waktu maupun kualitas pengiriman. Jadi dalam rangka menjaga tingkat persediaan alokon di klinik 

BPS, pihak BPS melakukan pro active purchasing dengan cara membeli alokon secara langsung ke 

apotek-apotek besar.  

Ketiga metode pemesanan yang dilakukan oleh apotek dan klinik BPS dilakukan dengan 

frekuensi waktu berbeda-beda. Frekuensi pemesanan bervariasi, mulai dari frekuensi pemesanan per 

minggu, per dua minggu, per bulan, pemesanan dilakukan ketika persediaan alokon sudah habis, 

dan ada yang pemesanan dilakukan ketika persediaan alokon sudah mencapai batas tertentu. 36% 

apotek dan klinik BPS mempunyai frekeunsi pemesanan yang tidak menentu karena pemesanan 

dilakukan ketika persediaan alokonsudah menunjukkan jumlah tertentu. Hal ini dilakukan 

berdasarkan pengalaman dan perkiraan masa lalu, pihak pengelola persediaan telah memahami 

kapan waktu pemesanan yang paling tepat dilakukan. Sebanyak 15% apotek dan klinik BPS 

melalukan pemesanan secara rutin setiap minggu 21% apotek dan klinik BPS melakukan 



 

 1st National Conference on Business and Entrepreneurship  

“Building Indonesia Business and Entrepreneurial Platform”  

Fakultas Manajemen dan Bisnis – Universitas Ciputra 

Surabaya, 18-19 Mei 2017 
 

 

85 

 

pemesanan sebulan sekali, dan 24% apotek dan klinik BPS melakukan pemesanan ketika persediaan 

alokon habis.  

Kondisi persediaan alokon di apotek dan klinik BPS yang ditemui di enam wilayah 

penelitian termasuk cukup baik. 36% apotek dan klinik BPS memiliki pengelolaan persediaan 

alokon yang cukup baik karena kondisi persediaan alokon yang dikelolanya jarang kosong, 33% 

apotek dan klinik BPS sangat baik dalam mengelola persediaan alokon karena tidak pernah terjadi 

kekosongan alokon. Ada apotek dan klinik BPS yang terkadang mengalami kekosongan alokon, 

yaitu sebanyak 24%. Sementara itu, ada beberapa apotek dan bidan praktek swasta yang sering 

mengalami kekosongan persediaan alokon.  

Kondisi persediaan alokon di apotek dan klinik BPS cukup bervariasi. Apotek dan bidan 

praktek swasta yang masih pernah mengalami kekosongan persediaan alokon akan menyebabkan 

keterlambatan akseptor KB dalam mengakses alokon. Jika di apotek dan atau bidan praktek swasta 

mengalami kekosongan alokon pil atau kondom, maka akseptor KB akan mencarinya ke tempat 

lain, namun jika akseptor KB menggunakan alokon suntik, akseptor mendapat kesulitan untuk 

mendapatkan alokon suntikan di tempat lain. Jika apotek dan BPS mengalami kekosongan IUD dan 

atau Implant, akseptor KB masih dapat menunggu sampai persediaan alokon ini ada kembali. 

Tingkat pelayanan supplier dalam memasok alokon ke apotek dan klinik BPS menunjukkan 

kategori pelayanan dengan tingkat menengah. Terlihat dalam tabel di bawah ini, bahwa sebanyak 

54% apotek dan klinik BPS mengatakan tingkat pelayanan supplier dalam memasok alokon adalah 

memuaskan. Sementara itu, 44% apotek dan klinik BPS merasa kinerja pelayanan supplier masih 

dalam tingkat cukup memuaskan, dan hanya 2% apotek dan klinik BPS yang beranggapan bahwa 

tingkat pelayanan supplier dalam memasok alokon masih kurang memuaskan.  

Indikasi kekosongan persediaan alokon yang masih terjadi di apotek maupun klinik BPS 

dapat disebabkan oleh kinerja supplier dalam melayani pemesanan alokon yang dipesan apotek dan 

atau klinik BPS. Kinerja supplier masih diberikan nilai cukup dan kurang memuaskan oleh apotek 

dan klinik BPS karena tingkat pelayanan supplier dalam memasok alokon yang masih rendah. 

Supplier masih belum melayani BPS dengan baik dalam hal pemenuhan pesanan Hal ini terutama 

dirasakan oleh BPS yang letaknya di pelosok kabupaten. Ketepatan kuantitas pesanan dan waktu 

pengiriman masih menjadi permasalahan utama bagi klinik BPS sehingga dampaknya kepada 

stockout alokon yang dibutuhkan akseptor KB. 

Penentuan harga jual di apotek dan klinik BPS 94% ditentukan oleh pemilik, dan tidak ada 

intervensi supplier sebagai pemasok alokon. Ada beberapa apotek dan bidan praktek swasta yang 

menentukan harga jual berdasarkan saran dan masukkan dari supplier, namun jumlahnya tidak 

banyak hanya sekitar 2%. Selebihnya, apotek dan klinik BPS menentukan harga jual dengan cara 

lain, misalnya mereka mengadakan survey harga terlebih dahulu di kompetitor yang berada di 

sekitar apotek bersangkutan atau menggunakan harga HET (Harga Eceran Tertinggi) dalam menjual 

produk alokon. Harga jual produk alokon di apotek dan klinik bidan praktek swasta memiliki 

perbedaan yang cukup signifikan. Harga alokon di apotek akan dijumpai lebih rendah dibandingkan 

dengan harga alokon di klinik bidan praktek swasta. Hal ini terjadi karena di BPS, akseptor KB 

tidak hanya mendapatkan produk alokon, tetapi akseptor KB juga mendapatkan pemeriksaan 

kesehatan dari bidan setempat. Dan untuk alokon jenis IUD serta Implant, selain membayar produk 

alokon, akseptor KB juga dikenakan biaya jasa pemasangan dan pemeriksaan kesehatan akseptor 

KB. Beberapa bidan prakte swasta tidak memberikan harga alokon plus jasa kesehatan dalam tarif 

yang sama untuk semua akseptor KB. Bidan-bidan di tingkat kabupaten akan mempertimbangkan 

kondisi sosial ekonomi akseptor KB yang akan mengakses alokon. Jika yang dihadapi adalah 

akseptor KB dengan kategori masyarakat yang tidak mampu, beberapa BPS tidak sungkan untuk 

memberikan gratis kepada akseptor KB ini. Walaupun tidak banyak yang dibebasbiayakan oleh 
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bidan setempat, namun tidak jarang bidan-bidan di kabupaten melakukan pemotongan biaya untuk 

aksepstor KB yang kurang mampu. 

 

 

 

Hasil Penelitian Kajian Pengadaan Alokon Jalur Pemerintah 

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, diatur 

mengenai dana alokasi khusus (DAK). Terkait dengan adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi 

daerah, sejak 2008, pemerintah mengalokasikan dana khusus untuk menggiatkan pembangunan 

kependudukan dan keluarga berencana. Untuk tujuan tersebut, dana alokasi khusus dialokasikan 

kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus terkait dengan fisik layanan dan sarana 

prasarana KB. Sarana prasarana tersebut antara lain adalah Muyan (untuk melakukan pelayanan KB 

di daerah yang geografisnya sulit dijangkau), Mupen (untuk menjadikan proses komunikasi, 

edukasi, dan informasi KB yang lebih efektif), sepeda motor (meningkatkan mobilitas petugas 

lapangan KB), gudang alokon, sarana KIE, dan lainnya.  

Perencanaan kebutuhan alokon diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Kebutuh 

dan Alat/Obat Kontrasepsi dan Nonkontrasepsi Program KB Nasional (BKKBN, 2008). Dalam 

memenuhi kebutuhan alokon setiap tahun, pemerintah melakukan perhitungan berdasarkan data 

sasaran keikutsertaan KB yang meliputi permintaan partisipasi masyarakat (PPM). PPM ini dilihat 

dari dua peserta, yaitu peserta KB baru dan peserta KB aktif. Dan disesuaikan dengan rumusan 

tertentu serta data persediaan alokon di gudang pada akhir bulannya. Rangkaian perencanaan dan 

pendistribusian alokon pada jalur pemerintah diatur dalam Peraturan Kepala badan Kependudukan 

dan Keluarga Berencana Nasional nomor 228 tahun 2015 tentang Pedoman Penyediaan Sarana 

Penunjang Pelayanan Kontrasepsi dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan 

Pembangunan Keluarga.  

Pengadaan alokon jalur pemerintah mengikuti siklus rantai pasokan yang telah ditetapkan, 

mulai dari tahap pengelolaan data kebutuhan, analisis data kebutuhan, dan penyusunan rencana 

kebutuhan. Proses pengadaan mulai dilakukan setelah perencanaan kebutuhan alokon disusun. 

Tahap selanjutnya adalah proses penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran alokon secara 

terstruktur. Pada setiap tahapan, selalu dilakukan tindakan monitoring dan evaluasi pengadaan 

alokon. Dalam proses penerimaan, dilaksanakan pemeriksanaan alokon meliputi, (1) tanggal 

kedatangan, (2) jenis dan merk alokon, (3) jumlah (kotak, berat dan volume, unit, dll), (4) harga 

satuan, (5) tanggal pembuatan/tahun produksi, (6) tanggal kadaluarsa, (7) kondisi alat dan obat 

alokon, (8) sumber dana, (9) nomor batch. Setelah proses pemeriksaan selesai, akan disiapkan Surat 

Bukti Barang Masuk (SBBM), kartu barang, kartu persediaan dan buku penerimaan. Proses 

penyimpanan merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan penerimaan alat dan obat kontrasepsi, 

dilakukan dalam rangka pemeliharaan dan pengamanan melalui standarisasi penataan alkon 

berdasarkan sistem FIFO (First in First Out).  

Sistem distribusi alokon yang digunakan dibedakan menjadi dua, yaitu sistem berdasarkan 

permintaan (pull distribution system) dan sistem dropping (push distribution system). Sistem 

dropping adalah sistem pendistribusian yang sifatnya terpusat, daerah tidak dapat menentukan 

kuantitas alokon tapi pusat mengalokasikan sejumlah tertentu berdasarkan data kemampuan 

persediaan masing-masing. Sementara sistem distribusi berdasarkan permintaan, jumlah alokon 

yang didistribusi dari pusat adalah sejumlah permintaan daerah dengan perhitungan persediaan 

minimum dan maksimum daerah. Setelah proses pendistribusian, proses pencatanan dan pelaporan 

menjadi penting sebagai bahan analisis perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan pada 

periode berikutnya.Tujuan dari proses pencatatan pelaporan adalah mengetahui jumlah persediaan 
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di fasilitas kesehatan dengan laporan F/II/KB dan mengetahui jumlah persediaan di gudang 

(F/V/KB). Sistem pelaporan alokon terdiri dari empat laporan, yaitu (1) tahunan : membuat mutasi 

barang secara kumulatif selama satu tahun serta sisa persediaan pada akhir tahun (administrasi), (2) 

stock opname : menghitung fisik barang dua kali setahun (Juli dan Desember), (3) triwulanan : 

membuat mutasi barang secara kumulatif selama tiga bulanan serta sisa persediaan, dan (4) bulanan 

(laporan gudang F/V/KB): membuat mutasi barang secara kumulatif selama satu bulan serta sisa 

persediaan akhir bulan. 

Berdasarkan laporan Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan 

Perlindungan Anak Kedeputian Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Bappenas tahun 2010, 

terdapat beberapa pihak yang banyak memegang peran dalam pengadaan alokon jalur pemerintah 

adalah BKKBN pusat, BKKBN provinsi, dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) KB 

kabupaten/kota. BKKBN pusat berperan sebagai kepala bagian perencanaan kebutuhan yang 

melakukan koordinasi antar bagian terkait perolehan data dan informasi mengenai data PPM, stock 

alokon di gudang bulan terakhir. Selain itu, BKKBN pusat menyusun perkiraan kebutuhan alokon 

tahun depan dengan berbagi alternatif dan analisa kecupukan alokon saat ini dan yang akan datang. 

Selanjutnya, BKKBN pusat akan mengajukan kepada biro perlengkapan dan perbekalan beberapa 

alternatif prakiraan kebutuhan alokon tahun depan dan melaporkan hasil kecukupan alokon saat ini 

dan yang akan datang. Di tingkat provinsi, sekretaris BKKBN provinsi bersama staf menyusun 

perencanaan kebutuhan alokon, melakukan analisis kondisi stok alokon di wilayahnya, dan 

mengajukan hasil analisa serta rencana kebutuhan alokon kepada Kepala BKKBN Provinsi. 

Sementara di tingkat kabupaten/kota, SKPD KB melakukan analisis kebutuhan alokon, melakukan 

koordinasi untuk memperoleh angka stok alokon bulanan di wilayahnya. Kepala bagian tata usaha 

SKPD KB menyusun rencana alokon di wilayahnya dan mengajukan usulan kebutuhan alokon 

kepada Kepala BKKBN Provinsi yang bersangkutan. Jadi, prosedur pengadaan alokon pada jalur 

pemerintah adalah sebagai berikut: 

1. BKKBN pusat mendistribusikan alokon ke BKKBN provinsi berdasarkan pada besarnya 

perkiraan permintaan masyarakat (PPM) dan ketersediaan alokon. 

2. BKKBN provinsi melanjutkan pendistribusian alokon ke kabupaten/kota. 

3. Kabupaten/kota menyalurkan alokon ke puskesmas di wilayah masing-masing dengan 

bantuan ekspedisi. 

4. Kabupaten/kota menyalurkan alokon ke klinik, LSM, RS swasta, BPS, dokter praktek 

swasta untuk IUD dan kondom, sedangkan alokon lainnya diberikan untuk fasilitas 

kesehatan yang ditunjuk bagi keluarga pra KS dan KS-1. 

5. Puskesmas menyalurkan ke puskesmas pembantu, puskesmas desa/polindes, dan pos 

pembina KB desa. Untuk puskesmas pembantu dan polindes diberikan alokon IUD, suntik, 

implant, pil, dan kondom yang diberikan bagi akseptor pra KS dan KS-1. Sementara untuk 

pos pembina KB desa, hanya diberikan alokon pil dan kondom. 

6. Untuk distribusi alokon dari swasta, kabupaten/kota hanya mendistribusikan alokon ke RS, 

RS swasta, LSM, KB swasta, organisasi profesi, dan bidan/dokter praktek swasta. 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Dari hasil penelitian survey lapangan dan kajian literatur ini, dapat diketahui bahwa sistem 

rantai pasokan pengadaan alokon di Indonesia dilakukan dengan dua sistem, pertama rantai pasokan 

alokon jalur swasta, kedua rantai pasokan alokon jalur pemerintah. Pengadaan alokon jalur swasta 
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menunjukkan kemandirian sistem rantai pasokannya. Sementara, pengadaan alokon jalur 

pemerintah menunjukkan panjangnya sistem rantai pasokan, baik secara birokrasi maupun dari 

saluran distribusinya. Beberapa kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis alokon yang paling diminati pada jalur swasta di apotek dan bidan praktek swasta 

cukup berbeda. Di rantai pasokan apotek, alokon yang paling diminati adalah pil (94,34%). 

Sementara di rantai pasokan bidan praktek swasta, alokon yang paling diminati adalah 

suntikan (93,75%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagians besar akseptor yang memenuhi 

kebutuhan alokon secara mandiri melalui apotek, memilih pil sebagai alokon. Dan, akseptor 

yang memenuhi kebutuhan alokon secara mandiri melalui bidan praktek swasta, memilih 

suntikan sebagai alokon. 

2. Ada beberapa faktor yang dipertimbangan rantai pasokan apotek dan bidan praktek swasta 

dalam menentukan supplier alokon, yaitu 33% berdasarkan produk alokon yang sesuai 

permintaan akseptor, 23% berdasarkan kinerja supplier dari ketersediaan dan ketepatan 

pelayanan, 14% berdasarkan harga yang diberikan oleh supplier, 8% berdasarkan hubungan 

baik dengan supplier, dan 22% berdasarkan faktor pertimbangan lainnya. Berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan ini, dapat dikatakan bahwa rantai pasok apotek dan bidan 

praktek swasta cukup profesional dalam menentukan supplier yang akan me-supplai alokon 

ke tempat mereka. Mengenai metode pemesanan dan pengelolaan persediaan alokon yang 

dilakukan mata rantai apotek dan bidan praktek swasta cukup bervariasi. Pertama, 

mengandalkan kunjungan medical representatif, kedua, melakukan pemesanan dengan cara 

pembelian mandiri secara langsung ke apotek terdekat, ketiga, melakukan pembelian 

mandiri ke apotek via telepon. Dalam rangka menjaga tingkat persediaan alokon di setiap 

mata rantai, pihak bidan praktek swasta melakukan pro active purchasing agar kebutuhan 

alokon akseptor tetap dapat dipenuhi. Dengan metode pengelolaan persediaan alokon yang 

dilakukan mata rantai apotek dan bidan praktek swasta, kondisi persediaan alokon 36% 

jarang kosong, 33% tidak pernah kosong, 24% kadang kosong, dan hanya 7% yang masih 

sering kosong. Indikasi kekosongan persediaan alokon yang masih terjadi di apotek maupun 

klinik BPS dapat disebabkan oleh kinerja supplier dalam melayani pemesanan alokon yang 

dipesan apotek dan atau klinik BPS. Kinerja supplier masih diberikan nilai cukup dan 

kurang memuaskan oleh apotek dan klinik BPS karena tingkat pelayanan supplier dalam 

memasok alokon yang masih rendah. Penentuan harga jual di apotek dan klinik BPS 94% 

ditentukan oleh pemilik, dan tidak ada intervensi supplier sebagai pemasok alokon. 

3. Rantai pasokan alokon jalur pemerintah diatur oleh berbagai peraturan pemerintah maupun 

daerah. Alokon jalur pemerintah yang digratiskan hanya diperbolehkan diakses oleh 

akseptor kategori keluarga pra-KS dan KS1, dengan jenis alokon IUD, suntik, implant, pil, 

dan kondom di puskesmas pembantu, dan alokon pil dan kondom pada pos pembina KB. 

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah menganggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) 

untuk mendukung aktivitas program KB di daerah. Namun, DAK program KB hanya 

diperkenankan untuk belanja sarana prasarana dan fisik layanan KB. Pengadaan alokon jalur 

pemerintah perlu memperhatikan saluran distribusi mulai dari pemerintah pusat sampai 

daerah. Pihak yang memegang peranan penting dalam pengadaan alokon jalur pemerintah 

adalah BKKBN pusat, BKKBN provinsi, dan SKPD KB kabupaten/kota. Saluran distribusi 

diawali dari BKKBN pusat yang akan mengalokasikan alokon ke BKKBN provinsi 
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berdasarkan perkiraan permintaan masyarakat dan ketersediaan alokon. BKKBN provinsi 

melanjutkan pendistribusian alokon ke kabupaten/kota. Kabupaten/kota menyalurkan alokon 

ke puskesmas di wilayah masing-masing, baik ke mata rantai pemerintah maupun swasta. 

Puskesmas akan menyalurkan ke puskesmas pembantu, puskesmas desa/polindes, dan pos 

pembina KB desa. Untuk pendistribusian alokon ke jalur swasta, kabupaten/kota 

mendistribusikan ke RS, RS swasta, LSM, KB swasta, organisasi profesi, dan bidan/dokter 

praktek swasta. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diringkaskan diatas, peneliti mencoba mengemukakan beberapa 

saran yang sekiranya dapat dijadikan masukkan baik bagi pelaksanaan program keluarga berencana, maupun 

bagi para edukasi dalam mendukung pembaharuan dan peningkatan sistem rantai pasokan keluarga 

berencana, adalah sebagai berikut: 

1. Rantai pasokan jalur swasta dapat menjadi andalan pemerintah dalam menjalankan program 

Keluarga Berencana karena jumlah peserta KB Mandiri muncul dari masyarakat, tanpa paksaan dari 

siapapun, dan tidak terasa sebagai beban ekonomi keluarga. Maka dari itu, untuk mengurangi beban 

pengadaan alokon jalur pemerintah, rantai pasokan jalur swasta perlu diberdayakan dan pelatihan 

pengelolaan persediaan alokon agar kinerja mata rantai swasta semakin dapat diandalkan bagi 

ketersediaan alokon. 

2. Sistem rantai pasokan jalur swasta dan jalur pemerintah merupakan kunci sukses program keluarga 

berencana di Indonesia. Perencanaan menjadi tahapan kunci proses pengadaan alokon. Enam prinsip 

manajemen logistik yang perlu dipertimbangan dalam perencanaan kebutuhan alokon, meliputi tepat 

kuantitas, tepat jenis, tepat tempat, tepat waktu, tepat kondisi, dan tepat biaya. Rantai pasokan jalur 

pemerintah perlu mendesain sistem pengadaan yang memperhatikan keenam prinsip tersebut agar 

kebutuhan alokon masyarakat dapat secara tepat dipenuhi. 

3. Perlu dilakukan sinkronisasi program pengadaan alokon antara sistem pasokan swasta dengan 

pemerintah. Program pemerintah daerah yang berkaitan dengan kegiatan keluarga berencana perlu 

disinergikan dengan program KB pusat khususnya dalam pengadaan jenis alokon. Misalnya, jika 

pemerintah daerah mengadakan secara gratis jenis alokon suntikan, maka pengadaan alokon jalur 

pemerintah untuk suntikan dapat dikurangi dan akseptor yang menggunakan alokon lainnya 

diarahkan ke fasilitas kesehatan bidan praktek swasta. 

4. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk pengembangan 

penelitian yang lebih holistik serta komprehensif bagi pengembangan dan penguatan sistem pasokan 

alokon baik jalur swasta maupun jalur pemerintah di Indonesia. 

Keterbatasan Penelitian 

Hasil penelitian ini belum sepenuhnya menggambarkan kondisi keseluruhan pengadaan 

alokon jalur swasta dan jalur pemerintah secara nasional. Penelitian lapangan masih terbatas di 

enam wilayah di provinsi Jawa Barat. Serta, kajian literatur dalam rangka melihat pola pengadaan 

alokon jalur pemerintah baru sebatas kajian laporan beberapa literatur, belum mendalam dari 

peraturan perundang-undangan secara terstruktur dari tingkat pemerintahan pusat sampai ke daerah.  

Semoga penelitian ini merupakan penelitian pendahuluan yang akan  menciptakan penelitian sejenis 

dengan konsep yang lebih dalam dan terarah agar dapat memberikan masukkan terhadap kebijakan 

pemerintah dalam hal pengadaan alokon di Indonesia. 
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